BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 25 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi Dinas, Badan dan Kantor.
Penentuan responden dalam penelitian ini dengan Kriteria tertentu yaitu
aparatur pemerintah yang menduduki jabatan seperti kepala bagian, kepala
sub bagian dan staf-staf yang mengetahui secara langsung dan turut serta
secara langsung dalam penyusunan anggaran dan penyusunan laporan
keuangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu
menggungakan purposive sampling yang artinya sampel dipilih
berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara
langsung kepada setiap responden yang bekerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah kabupaten Tasikmalaya. Penyebaran dan pengambilan
kuesioner dilaksanakan pada tanggal 06 November 2017 s.d 18 November
2017. Peneliti menentukan dan mengambil sampel dengan menggunakan
Rumus Slovin dengan hasil yang diperoleh sebanyak 25 Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi Badan, Dinas,

dan Kantor.
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Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuesioner
Keterangan Jumlah Persentase
Jumlah kuesioner yang 148 100%
disebar
Kuesioner yang kembali 136 92%
Kuesioner yang dapat diolah 133 90%
Kuesioner yang tidak 12 8%
kembali
Kuesioner yang tidak dapat 3 2%
diolah

Sumber : data primer

Kuesioner yang disebar sebanyak 148 kuesioner dengan total

kuesioner yang kembali sebanyak 136 kuesioner atau sebesar 92%.

Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 133 kuesioner atau sebesar

90%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 12 kuesioner atau

sebesar 8%. Kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 3 kuesioner

atau sebesar 2%.

1. Demografi Obyek Penelitian

Obyek penelitian diklasifikasikan berdasarkan identitas responden

meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan di SKPD, masa

bekerja dan pernyataan pernah/tidak membuat laporan keuangan. Adapun

hasil kalsifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kilasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam

diagram berikut :
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Perempuan
38%

B Perempuan
m | aki-Laki

Gambar 4.1
Diagram Klasifikasi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan  diagram  diatas, dapat diketahui  bahwa
persentasejumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 62%
atau sebanyak 83 responden dan berjenis kelamin perempuan sebesar 38%

atau sebanyak 50 responden.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Hasil klasifikasi responden berdasarkan usia disajikan dalam diagram

berikut :
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25 - 30 Tahun
5% 31-35 Tahun
25%

m 25 - 30 Tahun
m 31 - 35 Tahun
36 - 40 Tahun
m > 40 Tahun

36 - 40 Tahun
27%

Gambar 4.2
Diagram Klasifikasi Usia Responden

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase
jumlah responden yang mempunyai umur 25 - 30 tahunsebesar 4% atau
sebanyak 5 responden, responden yang mempunyai umur 31 — 35 tahun
sebesar 25% atau sebanyak 33 responden, responden yang mempunyai
umur 36 — 40 tahun sebesar 27%atau sebanyak 36 responden, dan
responden yang mempunyai umur > 40 sebesar 44% atau sebanyak 59

responden.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Hasil Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan

dalam diagram berikut :



53

SMA 4%

ESMA
mD3
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Gambar 4.3
Diagram Klasifikasi Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase
responden yang memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA sebesar 4%
atau sebanyak 5 responden, responden yang memiliki pendidikan terakhir
di tingkat D3 sebesar 2% atau sebanyak 2 responden, responden yang
memiliki pendidikan terakhir di tingkat S1 sebesar 71% atau sebanyak 95
respondendan responden yang memiliki pendidikan terakhir di tingkat S2

sebesar 23% atau sebanyak 31 responden.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan
Hasil klasifikasi responden berdasarkan jabatan di SKPD disajikan dalam

diagram berikut :
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KaBag 4% KaBid 7%

Staf-staf 10%
Kepala Seksi

6%

m Kepala Bagian

m Kepala Bidang

u Kepala Seksi

B Kepala Sub Bagian
m Kepala Sub Bidang
H Pegawai Bagian

Kepala Sub Keuangan
Bidang 2%

Gambar 4.4
Diagram Klasifikasi Jabatan Responden

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase
jabatan responden untuk kepala bagiansebesar 4% atau sebanyak 5
responden, responden untuk kepala sub bagian sebesar 23% atau
sebanyak30 responden, responden untuk kepala bidang sebesar 7% atau
sebanyak10 responden, responden untuk kepala sub bidangsebesar 2%
atau sebanyak 3 responden, responden untuk kepala seksi sebesar 6% atau
sebanyak 8 responden, responden untuk pegawai bagian keuangan sebesar
48% atau sebanyak 64 responden dan responden untuk staf-staf sebesar

10% atau sebanyak 13 responden.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Bekerja
Hasil klasifikasi responden berdasarkan masa bekerja di SKPD disajikan

dalam diagram berikut :
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2 Tahun 8%

3 Tahun 3%

2 Tahun
m 3 tahun
=> 3 Tahun

Gambar 4.5
Diagram Klasifikasi Masa Bekerja Responden

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase
masa bekerja responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya antara masa bekerja 2 tahun sebesar 8% atausebanyak 11
responden, masa bekerja 3 tahun sebesar 3% atau sebanyak 4 responden

dan masa bekerja > 3 tahun sebesar 89% atau sebanyak 118 responden.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pernyataan Pernah/Tidak Membuat
Laporan Keuangan
Hasil klasifikasi responden berdasarkan pernyataan pernah/tidak membuat

laporan keuangan disajikan dalam diagram berikut :
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Tidak Pernah 8%

m Tidak Pernah

H Pernah

Gambar 4.6
Diagram Klasifikasi Pernyataan Pernah/Tidak Membuat

Laporan Keuangan

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase

responden yang pernah membuat laporan keuangansebesar 92% atau

sebanyak 122 responden dan untuk yang tidak pernah membuat laporan

keuangan sebesar 8% atau sebanyak 11 responden.

2. Demografi Hasil Kuesioner Penelitian

a. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X;)

Skala Likert 1
0,55%

—

Skala Likert 2
4.12%

m Skala Likert 1
m Skala Likert 2
= Skala Likert 3
m Skala Likert 4
m Skala Likert 5
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Gambar 4.7
Diagram Hasil Pernyataan Kuesioner Variabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Diagram 4.7 dapat dilihat bahwa dari masing-masing
indikator per item pernyataan berasal dari 133 responden. Dalam
menggambarkan variabel kompetensi sumber daya manusia pada
SKPD Kabupaten Tasikmalaya menggunakan 3 indikator dalam
pengukurannya yaitu pengetahuan dengan 6 pernyataan, keahlian
dengan 7 pernyataan, perilaku dengan 6 pernyataan. Seluruh indikator
menunjukkan semua item pernyataan yang diberikan oleh peneliti
memperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju
yaitu 20,61% dan 55,01%, artinya kompetensi sumber daya manusia
pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya yang digambarkan melalui
diagram tersebut adalah tinggi karnajika dijumlahkan kedua
presentase pada kolom sangat setuju dan setuju, yaitu sebesar 75,62%
yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom
sangat tidak setuju dan setuju 0,55% dan 4,12% yang jika dijumlahkan

hasilnya kurang dari 50% yaitu 4,67% begitu juga dengan kolom

netral yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 19,71%.
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b. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Xy)

Skala Likert 2

Skala Likert 1 1,37%

0,14% Skala Likert 3

5,60%

m Skala Likert 1
m Skala Likert 2
= Skala Likert 3
m Skala Likert 4
m Skala Likert 5

Gambar 4.8
Diagram Hasil Pernyataan Kuesioner Variabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Berdasarkan Diagram 4.8 dapat dilihat bahwa dari masing-masing
indikator per item pernyataan berasal dari 133 responden. Dalam
menggambarkan variabel sistem pengendalian intern pemerintah pada
SKPD Kabupaten Tasikmalaya menggunakan 5 indikator dalam
pengukurannya yaitu lingkungan pengendalian dengan 7 pernyataan,
penilaian risiko dengan 2 pernyataan, aktivitas pengendalian dengan 7
pernyataan, informasi dan komunikasi dengan 3 pernyataan dan
pemantauan dengan 3 pernyataan. Seluruh indikator menunjukkan
semua item pernyataan yang diberikan oleh peneliti memperoleh
persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 32,84%

dan 60,05%, artinya penggunaan sistem pengendalian intern

pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya yang digambarkan
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melalui diagram tersebut adalah tinggi karnajika dijumlahkan kedua
presentase pada kolom sangat setuju dan setuju, yaitu sebesar 92,89%
yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom
sangat tidak setuju dan setuju 0,14% dan 1,37% yang jika dijumlahkan
hasilnya kurang dari 50% yaitu 1,51% begitu juga dengan kolom

netral yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 5,60%.

c. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Skala Likert 2

0,38%
Skala Likert 1 Skala Likert 3
0% 3,57%

m Skala Likert 1
m Skala Likert 2
= Skala Likert 3
m Skala Likert 4
m Skala Likert 5

Gambar 4.9
Diagram Hasil Pernyataan Kuesioner Variabel Standar
Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan Diagram 4.9 dapat dilihat bahwa dari masing-masing
indikator per item pernyataan berasal dari 133 responden. Dalam
menggambarkan variabel standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Kabupaten Tasikmalaya tersebut menggunakan 4pernyataan. Seluruh

pernyataan menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang
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diberikan oleh peneliti memperoleh persentase tertinggi pada kolom
sangat setuju dan setuju yaitu 32,33% dan 63,72%, artinya penerapan
standar akuntansi pemerintahan pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya
yang digambarkan melalui diagram tersebut adalah tinggi karna jika
dijumlahkan kedua presentase pada kolom sangat setuju dan setuju,
yaitu sebesar 96,05% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%.
Sedangkan untuk kolom sangat tidak setuju dan setuju 0% dan 0,38%
yang jika dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 0,38% begitu
juga dengan kolom netral yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu

3,57%.

d. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X,)

Skala Likert 1

2,88%
Skala Likert 5

8,46%

Skala Likert 2
12,84%

m Skala Likert 1
m Skala Likert 2
m Skala Likert 3
m Skala Likert 4
m Skala Likert 5

Gambar 4.10
Diagram HasilPernyataan Kuesioner Variabel Pengawasan Keuangan
Daerah
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Berdasarkan Diagram 4.10 dapat dilihat bahwa dari masing-masing
indikator per item pernyataan berasal dari 133 responden. Dalam
menggambarkan variabel pengawasan keuangan daerah pada SKPD
Kabupaten Tasikmalaya tersebut menggunakan 12pernyataan. Seluruh
pernyataan menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang
diberikan oleh peneliti memperoleh persentase tertinggi pada kolom
sangat setuju dan setuju yaitu 8,46% dan 43,30%, artinya pengawasan
keuangan pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya yang digambarkan
melalui diagram tersebut adalah tinggi karna jika dijumlahkan kedua
presentase pada kolom sangat setuju dan setuju, yaitu sebesar 51,76%
yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom
sangat tidak setuju dan setuju 2,88% dan 12,84% vyang jika
dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% vyaitu 15,72% begitu juga
dengan kolom netral yang memiliki hasil kurang dari 50% vyaitu

32,52%.

e. Variabel Kualitas Laporan Keuangan ()

Skala Likert 2

Skala Likert 1 1,44%
0,48%

Skala Likert 3
8,07%

m Skala Likert 1
m Skala Likert 2
m Skala Likert 3
m Skala Likert 4
m Skala Likert 5
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Gambar 4.11
Diagram HasilPernyataan Kuesioner Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Diagram 4.11 dapat dilihat bahwa dari masing-masing
indikator per item pernyataan berasal dari 133 responden. Dalam
menggambarkan variabel kualitas laporan keuangan pada SKPD
Kabupaten Tasikmalaya menggunakan 4 indikator dalam
pengukurannya yaitu relevan dengan 4 pernyataan, andal dengan 3
pernyataan, dapat dibandingkan dengan 2 pernyataan dan dapat
dipahami dengan 2 pernyataan. Seluruh indikator menunjukkan semua
item pernyataan yang diberikan oleh peneliti memperoleh persentase
tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 32,88% dan
57,14%, artinya pencapaian SKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam
kualitas laporan keuangan yang digambarkan melalui diagram tersebut
adalah tinggi karnajika dijumlahkan kedua presentase pada kolom
sangat setuju dan setuju, vyaitu sebesar 90,02% yang berarti
menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom sangat tidak
setuju dan setuju 0,48% dan 1,44% yang jika dijumlahkan hasilnya
kurang dari 50% yaitu 1,92% begitu juga dengan kolom netral yang

memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 8,07%.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas
Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevaliditasan suatu

kuesioner dengan menggunakan pearson correlation dan pernyataan
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kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai pearson correlation dari seluruh
item yang membentuk variabel mempunyai korelasi dengan skor dari

masing-masing variabel memiliki hasil di atas 0,25

Tabel 4.2
Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia
Per?alljr:;/ralan Copfrzrlsa?ir(])n Sig. (2-tailed) | Keterangan
KSDM1 591** .000 Valid
KSDM2 619** .000 Valid
KSDM3 792** .000 Valid
KSDM4 752** .000 Valid
KSDM5 124%* .000 Valid
KSDM6 739** .000 Valid
KSDM7 .813** .000 Valid
KSDMS8 .824** .000 Valid
KSDM9 .861** .000 Valid
KSDM10 .856** .000 Valid
KSDM11 .802** .000 Valid
KSDM12 .858** .000 Valid
KSDM13 678** .000 Valid
KSDM14 .669** .000 Valid
KSDM15 587** .000 Valid
KSDM16 550** .000 Valid
KSDM17 .864** .000 Valid
KSDM18 .655** .000 Valid
KSDM19 T71** .000 Valid

Sumber : output SPSS v.15

Tabel 4.2menunjukkan bahwa variabel independen yaitu
kompetensi sumber daya manusia memiliki 19 butir pernyataan dengan
masing-masing item memiliki nilai pearson correlation di atas 0,25.
Seluruh item pernyataan variabel kompetensi sumber daya manusia

dikatakan valid.
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Tabel 4.3
Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Per?;rf;/;an Csfgrlz(zir(])n Sig. (2-tailed) | Keterangan
SPIP1 B75** .000 Valid
SPIP2 542** .000 Valid
SPIP3 .690** .000 Valid
SPIP4 .705** .000 Valid
SPIP5 734** .000 Valid
SPIP6 B57** .000 Valid
SPIP7 T46** .000 Valid
SPIP8 790** .000 Valid
SPIP9 T79** .000 Valid
SPIP10 .635** .000 Valid
SPIP11 807** .000 Valid
SPIP12 652** .000 Valid
SPIP13 623** .000 Valid
SPIP14 .644** .000 Valid
SPIP15 790** .000 Valid
SPIP16 667** .000 Valid
SPIP17 764** .000 Valid
SPIP18 T70** .000 Valid
SPIP19 766** .000 Valid
SPIP20 867** .000 Valid
SPIP21 643** .000 Valid
SPIP22 .686** .000 Valid

Sumber : output SPSS v.15

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu sistem

pengendalian intern pemerintah memiliki 22 butir pernyataan dengan

masing-masing item memiliki nilai pearson correlation di atas 0,25.

Seluruh item pernyataan variabel sistem pengendalian intern pemerintah

dikatakan valid.



Tabel 4.4
Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintahan

Per?;r:;/raan Copfrzrlsa?ir(])n Sig. (2-tailed) | Keterangan
SAP1 .760** .000 Valid
SAP2 .905** .000 Valid
SAP3 .966** .000 Valid
SAP4 .834** .000 Valid

Sumber : output SPSS v.15

Tabel 4.4menunjukkan bahwa variabel independen yaitu standar
akuntansi pemerintahan memiliki 4 butir pernyataan dengan masing-
masing item memiliki nilai pearson correlation di atas 0,25. Seluruh item

pernyataan variabel standar akuntansi pemerintahan dikatakan valid.

Tabel 4.5
Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah

cetomean | Conraton | 59 @) | Katorange
PKD1 JA07** .000 Valid
PKD2 667** .000 Valid
PKD3 897** .000 Valid
PKD4 597** .000 Valid
PKD5 .685** .000 Valid
PKD6 .658** .000 Valid
PKD7 AT4** .000 Valid
PKD8 .700** .000 Valid
PKD9 581** .000 Valid
PKD10 .819** .000 Valid
PKD11 Jq40%* .000 Valid
PKD12 758** .000 Valid
Sumber : output SPSS v.15

Tabel 4.5menunjukkan bahwa variabel independen vyaitu

pengawasan keuangan daerah memiliki 12 butir pernyataan dengan

masing-masing item memiliki nilai pearson correlation di atas 0,25.




66

Seluruh item pernyataan variabel pengawasan keuangan daerah dikatakan

valid.
Tabel 4.6
Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan
Per?alljr:;/ralan Copfrzrlsa?ir(])n Sig. (2-tailed) | Keterangan
KLK1 613** .000 Valid
KLK2 133** .000 Valid
KLK3 .868** .000 Valid
KLK4 .7188** .000 Valid
KLK5 710** .000 Valid
KLK6 B675** .000 Valid
KLK7 .615** .000 Valid
KLK8 715** .000 Valid
KLK9 594** .000 Valid
KLK10 .590** .000 Valid
KLK11 631** .000 Valid

Sumber : output SPSS v.15

Tabel 4.6menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu kualitas
laporan keuangan memiliki 11 butir pernyataan dengan masing-masing
item memiliki nilai pearson correlation di atas 0,25. Seluruh item

pernyataan variabel kualitas laporan keuangan dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur tingkat suatu
konsistensi atas jawaban responden dari pernyataan kuesioner dengan cara
mengukur nilai dari cronbach’s alpha. Jika semakin tinggi koefisien
cronbach alpha maka, semakin baik pengukuran instrumennya. Pengujian
ini dilakukan setelah mengetahui alat ukur penelitian suatu instrumen
sudah dikatakan valid.Pernyataan dikatakan handal atau reliabel jika nilai

cronbach’s alpha>0,70 (Nazaruddin dan Basuki, 2015).
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Tabel 4.7
Uji Reliabilitas
. Cronbach’s | N of
Variabel Alpha items Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan 748 11 Reliabel
Kompetensi Sumber Daya 935 19 Reliabel
Manusia
Sistem Pengendalian Intern 970 22 Reliabel
Pemerintah
Standar Akuntansi .878 4 Reliabel
Pemerintahan
Pengawasan Keuangan 837 12 Reliabel
Daerah

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s
alpha variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,748, variabel
kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,935, variabel sistem
pengendalian intern pemerintah sebesar 0,970, variabel standar akuntansi
pemerintahan sebesar 0,878, dan variabel pengawasan keuangan daerah
sebesar 0,837. Lima variabel dalam penelitian ini memiliki nilai
cronbach’s alpha di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pernyataan dalam 5 variabel dalam penelitian ini reliabel atau handal.

Setiap item pernyataan 5 variabel dalam penelitian ini dikatakan
reliabel atau handal, sehingga dapat menunjukkan bahwa setiap pernyataan
yang digunakan akan mampu mendapatkan data yang konsisten. Hasil data
dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk diuji
secara lebih lanjut karena, masing-masing dari item pernyataan telah

memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.
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3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dari
suatu model regresi yang digunkan. Apabila model regresi tidak
memenuhi uji asumsi klasik, maka analisis data tidak dapat dilakukan.

Hasil uji asumsi klasik dari data yang digunakan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel
independen dan variabel dependen memiliki kontribusi atau tidak
dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-
smirnovatau uji statistik untuk mengetahui apakah residual
berdistribusi normal atau tidak. Jika data memiliki nilai sig > 0,05
maka dapat dikatakan data tersebut normal (Nazzarudin dan Basuki,

2015).Hasil uji normalitas sebagai berikut :

Tabel 4.8

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 133
Mean ,0000000
Normal Parameters(@.b) ¢ peyiation 2,53814942
Most Extreme Absolute ,072
Differences
Positive ,078
Negative -,535
Kolmogorov-Smirnov Z 731
Asymp. Sig. (2-tailed) ,694

Sumber : output SPSS v.15



a Test distribution is Normal.
b Calculated from data
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Berdasarkan tabel 4.8 uji kolmogorov-smirnov dengan nilai
signifikansi sebesar 0,694 sehingga dapat diketahui bahwa masing-
masing variabel mempunyai nilai sig > 0,05. Varibel-variabel dalam

penelitian ini dapat dikatakan mempunyai data berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dan digunakan untuk dapat
mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independendalam
model regresi. Pendeteksian multikolinearitas bisa dilakukkan dengan
cara melihat nilai varianceinflation factor (VIF) atau nilai tolerance.
Jika memiliki nilai > 0,1 dan nilai VIF <10 maka data tidak
mengandung multikolinearitas (Nazzarudin dan Basuki, 2015).

Tabel 4.9

Uji Multikolinearitas
Coefficients(a)

Mode Unstandardize | Standardized Collinearity
| d Coefficients | Coefficients Statistics
Std. Toleran
B Error | Beta T Sig. | ce VIF
1 (Constant) 8,994 | 1,443 2,074 | 373
Kompetensi Sumber
Daya Manusia 469 | 066 523 615|016 | 376 | 1,095
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah 505 | 035 544 | 1,420 | 035 | 632 1,447
Standar Akuntansi
Pemerintah ,689 | ,101 ,201 | 1,268 | ,029 ,398 | 1,954
Pengawasan Keuangan | 335 | 9g7 083 509 | 038| 209 1,712
Daerah

a Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemda
Sumber : output SPSS v.15
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Tabel 4.9 menjelaskan bahwa data yang ada pada masing-masing
variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.
Hali ini dapat dilihat dari nilai Varian Inflation Factor (VIF) secara
keseluruhan < 10 dan nilai tolerance > 0,1, maka dapat disimpulkan

bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat ketidaksamaan varian dari satu residual ke pengamatan
laindalam model regresi. Ada tidaknya suatu gejala heteroskedastisitas
di dalam model regresi dapat menggunakan uji glejser. Menurut
Nazzarudin  dan  Basuki  (2015) dapat dikatakan bebas
heteroskedastisitas apabila suatu model regresi mempunyai nilai sig >
0,05.
Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients(a)
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients |t Sig.
B Std. Error | Beta B Std. Error
1 (Constant) 1,950 1,844 ,564 ,067
Kompetensi Sumber
Daya Manusia ,064 ,026 068 | ,348 ,079
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah 086 526 064 256 078
Standar Akuntansi
Pemerintah 116 119 133 | 713 ,088
Pengawasan
Keuangan Daerah 406 ,062 072 | 660 ,073

a Dependent Variable: Abs_res
Sumber : output SPSS v.15
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Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh
nilai signifikansi secara keseluruhan variabel lebih besar dari 0,05. Data
yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terkena
heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat bantu
analisis berupa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
dari antar variabel independen dan dependen yaitu kompetensi sumber
daya manusia (X3), sistem pengendalian intern pemerintah (X;), standar
akuntansi pemerintahan (X3), dan pengawasan keuangan daerah (X,)
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil dari
uji regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

Y =8,994 + 0,469X; + 0,505X; + 0,689X3 + 0,308X4 + €

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta
sebesar 8,994. Jika kompetensi sumber daya manusia, sistem
pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi pemerintahan dan
pengawasan keuangan daerah dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan,

maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 8,994 satuan.

Koefisien regresi pada variabel kompetensi sumber daya manusia

0,469. Hal ini berarti bahwa jika variabel kompetensi sumber daya



72

manusia bertambah satu satuan, maka variabel kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,469 satuan atau 46,9% dengan

catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian intern
pemerintah sebesar 0,505. Hal ini berarti bahwa, jika variabel sistem
pengendalian intern pemerintah bertambah satu satuan, maka variabel
kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,505 satuan atau

50,5% dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel standar akntansi pemerintahan
sebesar 0,689. Hal ini berarti bahwa, jika variabel standar akuntansi
pemerintahan bertambah satu satuan, maka variabel kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,689 satuan atau 68,9% dengan

catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel pengawasan keuangan daerah
sebesar 0,308. Hal ini berarti bahwa, jika variabel pengawasan
keuangan daerah bertambah satu satuan, maka variabel kualitas laporan
keuangan akan meningkat sebesar 0,308 satuan atau 30,8% dengan

catatan variabel yang lain dianggap konstan.

. Uji Statistik Deskriptif
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum

mengenai  jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata
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(mean), dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil uji statistik

deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.11 :

Tabel 4.11
Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum | Mean Std. Deviation
Egﬁgazz:ﬁ,pemg 133 33,00 50,00 @ 41,9023 4,15944
gg;;p,f/f:gzisiumber 133 46,00 95,00 74,4135 10,48963
fgf;f;“;;ﬂgﬁﬂf:#a” 133 69,00 110,00 | 93,0752 9,32545
ﬁgﬁgﬁ;@'ﬁ“mam 133 12,00 20,00 | 17,0902 1,86051
EZ’;?Z%"""S&” Keuangan | 133 20,00 60,00 | 40,9925 7,05551
Valid N (listwise) 133

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dideskripsikan bahwa jumlah
responden (N) sebanyak 133. Variabel kompetensi sumber daya
manusia memiliki nilai minimum 46,00, nilai maksimum 95,00, mean
74,4135, dan standar deviasi 10,48963. Variabel sistem pengendalian
intern pemerintah memiliki nilai minimum 69,00, nilai maksimum
110,00, mean 93,0752, dan standar deviasi 9,32545. Variabel standar
akuntansi pemerintahan memiliki nilai  minimum 12,00, nilai
maksimum 20,00, mean 17,0902, dan standar deviasi 1,86051. Variabel
pengawasan keuangan daerah memiliki nilai minimum 20,00, nilai
maksimum 60,00, mean 40,9925, dan standar deviasi 7,05551. Variabel
kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum 33,00, nilai

maksimum 50,00, mean 41,9023, dan standar deviasi 4,15944.



3. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F)

Uji-F dilakukan untuk mengetahui

74

apakah setiap variabel

independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap

variabel dependen.Menurut Nazaruddin dan Basuki (2016), kriteria yang

digunakan untuk Uji F adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat diputuskan hipotesis
diterima.
b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat diputuskan hipotesis
ditolak.
Tabel 4.12
Uji Nilai-F
ANOVA(b)
Model Sum of Squares | Df Mean Square F Sig.
1 Regression 1606,080 4 371,520 | 45,212 | ,000(a)
Residual 877,649 128 6,857
Total 2283,729 132

a Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Standar

Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
b Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Sumber : output SPSS v.15

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat

signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa Ha diterima, sehingga

kompetensi

sumber

daya manusia,

sistem pengendalian intern
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pemerintah, standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan
daerah secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karenatingkat

signifikansinya < 0,05.

. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa
besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yaitu
dengan melihat pada nilai koefisien determinasi. Hasil pengujian dapat

dilihat pada tabel 4.13 :

Tabel 4.13
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary(b)

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 ,907(a) 953 ,904 18518

a Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Standar

Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

b Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemda
Sumber : output SPSS v.15

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R? sebesar
0,904. Hal ini berarti 90,4% variasi dari variabel kualitas laporan
keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu
kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar

akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah. Sisanya
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sebesar 9,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam

penelitian ini.

5. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-t)

Uji t ini digunakan untuk dapat mengetahui seberapakah pengaruh

dari variabel independen bisa menjelaskan variasi dari variabel

dependen secara parsial. Dan hasil dari pengujian ini bisa dilihat dari

nilai signifikan dan nilai Unstandardized Coefficients B. Jika memiliki

nilai sig <0,05 dapat dikatakan variabel independen berpengaruh

terhadap variabel dependen (Nazzarudin dan Basuki, 2015).

Tabel 4.14
Uji Nilai-t
Coefficients(a)
Mode Unstandardize | Standardized Collinearity
| d Coefficients Coefficients Statistics
Std.
B Error | Beta Sig. Tolerance | VIF
1 (Constant) 8,994 | 1,443 2,074 ,373
Kompetensi Sumber 469 066 523 615 016 ,376 | 1,095
Daya Manusia
Sistem
Pengendalian Intern ,505 ,035 544 | 1,420 ,035 632 | 1,447
Pemerintah
Standar Akuntansi 689 101 201 | 1,268 | ,029 398 | 1,954
Pemerintah
Pengawasan 308 287 ,083 ,509 ,038 209 | 1,712
Keuangan Daerah

a Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
sumber : Output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa kompetensi

dumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah,standar

akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh
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terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis sebagai

berikut :

a. Uji Hipotesis 1 (H,)

Hipotesis pertama (H;) menyatakan bahwa kompetensi
sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thiwng Sebesar 0,615
dengan nilai koefisien regresi 0,469 bertanda positif, dan nilai sig
variabel kompetensi sumber daya manusia 0,016< a 0,05. Sehingga
dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H;) diterima. Dapat
diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Uji Hipotesis 2 (Hy)

Hipotesis kedua (H;) menyatakan bahwa sistem
pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai
thitung Sebesar 1,420 dengan nilai koefisien regresi 0,505 bertanda
positif, dan nilai sig variabel sistem pengendalian intern 0,035< a
0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (Hy)
diterima. Dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern
pemerintah  berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan.
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c. Uji Hipotesis 3 (H3)

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa standar akuntansi
pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thiung Sebesar
1,268dengan nilai koefisien regresi 0,689 bertanda positif, dan nilai
sig variabel standar akuntansi pemerintahan 0,029< a 0,05.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3z) diterima.
Dapat diartikan bahwa standar akuntansi pemerintahan

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

d. Uji Hipotesis 4 (Hy)

Hipotesis ke empat (H;) menyatakan bahwa pengawasan
keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thiwng Sebesar 0,509
dengan nilai koefisien regresi 0,308 bertanda positif, dan nilai sig
variabel standar akuntansi pemerintahan 0,038< o 0,05. Sehingga
dapat dinyatakan bahwa hipotesis ke empat (H,) diterima. Dapat
diartikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan.

D. Pembahasan (Interpretasi)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi
sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, standar
akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah terhadap

kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
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Tasikmalaya. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan
hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem
pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi pemerintahan dan
pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan
Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kompetensi sumber daya
manusia (H;) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan nilai sig 0,016< a
0,05 dan bertanda positif, maka hasil pengujian untuk H; diterima
dengan berarti bahwa pernyataan responden terhadap pengetahuan,
keahlian dan perilaku menunjukkan pengaruh yang positif terhadap
kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, para responden memiliki
latar belakang pendidikan di bidang akuntansi,memahami tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas dengan baik, memahami siklus akuntansi
dengan baik serta memahami Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
tentang standar akuntansi pemerintahan dengan baik, mempunyai
keahlian dalam membuat jurnal setiap transaksi dengan benar,
memposting jurnal kedalam buku besar, menyusun dan menyajikan
neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan

arus kas dengan benar, serta memiliki perilaku yang mengedepankan



80

etika dan kode etik sebagai seorang akuntan, memberikan keteladanan,
dan mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Nadir dan Hasyim (2017), Lasmara dan Rahayu (2016), Kiranayanti
dan Erawati (2016), dan Wati dkk (2014) yang menemukan bukti
bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten di
bidang akuntansi dapat membantu mencapai aspek akuntabilitas dan
transparansi dalam laporan keuangan yang disusun tersebut (Prasetya,
2015).

Sumber daya manusia merupakan suatu potensi yang ada/terdapat
pada diri manusia. Potensi yang dimiliki tersebut bisa berupa
keahlian/kompetensi yang mungkin tiap individu memiliki perbedaan
kehalian/kompetensi atau bahkan sama. Salah satu kompetensi yang
harus dimiliki oleh aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah,
khususnya yang terlibat dengan penyusunan anggaran dan penyusunan
laporan keuangan adalah kompetensi di bidang akuntansi. Kompetensi
di bidang akuntansi tersebut dapat membantu mencapai aspek
akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah
daerah yang disusun tersebut (Prasetya, 2015). Semakin banyak sumber
daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi maka,
semakin berkualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah.
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Sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi pada
organisasi harus memiliki kualitas yang disyaratkan, sehingga informasi
akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi kualitasnya menjadi
baik. Pegawai yang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap tugas
dan fungsinya dapat berdampak baik pada penyajian laporan keuangan

(Purnamasari, 2016).

. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel sistem pengendalian
intern pemerintah (H,) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern
pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya,dengan nilai
sig 0,035< a 0,05 dan bertanda positif, maka hasil pengujian untuk H,
diterima dengan berarti bahwa pernyataan responden terhadap
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan menunjukkan pengaruh
yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata
lain,SKPD telah memiliki lingkungan pengendalian yang baik yaitu
telah ditetapkannya aturan mengenai perilaku dan standar etika
pegawai, memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi
masing-masing posisi dalam instansi, melakukan pemeriksaan
mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik dan barang, melakukan

penilaian terhadap kualitas pengendalian intern secara terus menerus,
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kemudian telah melakukan penilaian risiko dengan baik dengan
melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap
sistem akuntansi, dan memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi
risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi, selanjutnya
pada aktivitas pengendalian nya, semua transaksi telah diotorisasi
sebelum dientri dan diproses ke dalam komputer, pegawai dan atasan
telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian. Pada informasi dan
komunikasi menunjukkan bahwa pengguna anggaran/pemegang kas
pada masing-masing SKPD telah menyampaikan SPJ tepat waktu,
informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk
dilakukan korektif secara tepat, memiliki saluran komunikasi secara
terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan dan aparat pengawas
intern dalam memberikan masukan. Terakhir pada pemantauan, SKPD
telah melakukan perbaikan pengendalian intern, selalu menindaklanjuti
setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat,
mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya
kelemahan dan perlu perbaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kiranayanti dan Erawati (2016), Surastiani dan Handayani (2015) dan
Mahaputra dan putra (2014) yang menemukan bukti bahwa sistem
pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan. semakin baik sistem pengendalian intern pada

organisasi, maka dalam proses akuntansi dapat tercipta efektifitas serta
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efisiensi terutama dalam hal untuk membuat laporan keuangan yang
andal (Mahaputra dan Putra, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menjelaskan
bahwa suatu sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem
pengendalian intern yang dilakukan secara menyeluruh di suatu
lingkungan pemerintah pusat maupun di lingkungan pemerintah daerah.
Sistem pengendalian intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi
suatu penggelapan (fraud) dengan melakukan pengarahan, pengawasan
dan pengukuran terhadap sumber daya dari organisasi tersebut. Fungsi
dari sistem pengendalian intern ini dapat menciptakan efektifitas dan
efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam hal untuk membuat
laporan keuangan yang andal dan berkualitas (Mahaputra dan Putra,
2014).

Sistem pengendalian intern yang baik dapat mendeteksi terjadinya
kecurangan dan dapat mencapai tujuan suatu entitas yang secara umum
dibagi menjadi tiga kategori yaitu keefektifan dan efisiensi operasional
organisasi, pelaporan keuangan yang handal dan kepatuhan terhadap
prosedur dan peraturan yang diberlakukan (Mahaputra dan Putra,

2014).

. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan
Hasil pengujian hipotesis untuk variabel standar akuntansi

pemerintahan (Hs) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan
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berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan nilai sig 0,029< «
0,05 dan bertanda positif,maka hasil pengujian untuk Hs diterima
dengan berarti bahwa pernyataan responden terhadap bentuk
pertanggungjawaban, bentuk pengevaluasian, dan menyajikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur menunjukkan pengaruh yang positif
terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, SKPD telah
melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan, memberikan informasi yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Nugraeni dan Budiantara (2015), Wati dkk (2014) dan Mahaputra dan
putra (2014) yang menemukan bukti bahwa standar akuntansi
pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila
selama proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (Mahaputra dan
Putra, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3
menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu
prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi

pemerintahan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian
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laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang berupa neraca,
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan (Mahaputra dan Putra, 2014).

Standar akuntansi pemrintah menjadi salah satu syarat dan dasar
yang memiliki kekuatan hukum dalam peningkatan kualitas pelaporan
keuangan pemerintah, sehingga dapat mewujudkan aspek transparansin
dan akuntabilitas serta laporan keuangan yang dihasilkan tersebut

berkualitas dan memiliki kekuatan hukum (Mahaputra dan Putra, 2014).

. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel pengawasan keuangan
daerah (H;) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan nilai sig 0,038< a
0,05 dan bertanda positif,maka hasil pengujian untuk H, diterima
dengan berarti bahwa pernyataan responden terhadap penyusunan
APBD, pengesahan APBD, pemantauan pelaksanaan APBD dan
pengevaluasian menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kualitas
laporan keuangan. Dengan kata lain, sebagian besar responden terlibat
dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan
umum APBD, menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam

menyusun APBD, sebagian besar responden terlibat dalam pengesahan
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APBD, mampu menjelaskan tentang APBD yang telah disyahkan,

sebagian besar responden terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Nadirsyah dan Abdullah (2016), Pujiswara dkk (2014) vyang
menemukan bukti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik pengawasan
keuangan daerah di suatu organisasi, maka dapat meningkatkan
akuntabilitas pada laporan keuangan dan menjadikan laporan keuangan

andal dan berkualitas (Pujiswara, 2014).

Menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001, yang dijelaskan
dalam pasal 1 ayat 6 bahwa pengawasan terhadap pemerintah daerah
adalah suatu proses aktivitas yang diberikan untuk memberikan jaminan
agar pemerintah daerah dapat berjalan seperti rencana serta sesuai
dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang telah
berlaku. Proses pengawasan ini dilakukan dari mulai berlangsungnya
proses penyusunan, pengesahan, hingga proses pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBD (Armando, 2013).

Pengawasan keuangan daerah ini digunakan untuk menghindari
kemungkinan terjadinya tindakan penyelewengan atau penyimpangan
dengan tujuan tertentu. Pengawasan keuangan diharapkan dapat

membantu melaksanakan kebijakan dan rencana yang telah
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direncanakan dan ditetapkan secara efektif dan efisien (Pujiswara,

2014).



	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian
	Demografi Obyek Penelitian
	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia
	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan
	Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Bekerja
	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pernyataan Pernah/Tidak Membuat Laporan Keuangan

	Demografi Hasil Kuesioner Penelitian
	/Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)
	Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
	Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)
	/Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X4)
	Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)


	Uji Kualitas Instrumen dan Data
	Uji Validitas
	Uji Reliabilitas
	Uji Asumsi Klasik
	Uji Normalitas
	Uji multikolinearitas
	Uji Heteroskedastisitas


	Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)
	Analisis Regresi Berganda
	Uji Statistik Deskriptif
	Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F)
	Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
	Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-t)
	Uji Hipotesis 1 (H1)
	Uji Hipotesis 2 (H2)
	Uji Hipotesis 3 (H3)
	Uji Hipotesis 4 (H4)


	Pembahasan (Interpretasi)
	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan



